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PENGANTAR PENYUNTING 
 

Penyiaran digital adalah fenomena yang membawa perubahan 
besar dalam dunia penyiaran. Penyiaran digital menawarkan peluang 
dan tantangan bagi lembaga penyiaran, regulator, dan masyarakat. 
Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan penyiaran 
digital. Namun, Indonesia juga menghadapi berbagai hambatan dan 
masalah dalam proses migrasi dari penyiaran analog ke digital. 

Salah satu lembaga yang berperan penting dalam penyiaran 
digital adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI adalah lembaga 
negara yang bertugas mengawasi isi siaran yang diproduksi dan 
disiarkan oleh lembaga penyiaran. KPI harus mampu menjaga 
demokratisasi penyiaran, melindungi kepentingan publik, dan 
meningkatkan kualitas konten siaran di era digital. Untuk itu, KPI 
perlu diperkuat dalam berbagai aspek, seperti kewenangan, 
kapasitas, koordinasi, kerja sama, sumber daya, regulasi, data, hak 
siar, teknologi, dan birokrasi. KPI juga perlu beradaptasi dengan 
perkembangan teknologi, media baru, dan regulasi terkait dengan 
penyiaran digital dan multiplatform. 

Buku bunga rampai ini merupakan hasil penelitian yang 
difokuskan pada kebutuhan penguatan KPI sebagai otoritas 
pengawasan konten siaran digital di Indonesia. Buku ini membahas 
beberapa aspek masalah yang menarik dan penting untuk 
memperkuat peran dan fungsi KPI dalam mengawasi penyiaran 
digital. Buku ini memberikan kontribusi, masukan, dan bahan bacaan 
bagi pihak-pihak yang terkait dan tertarik dengan penyiaran digital di 
Indonesia. Buku ini juga mengajak partisipasi masyarakat dalam 
mengembangkan dan mengawasi penyiaran digital. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah mendukung penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para penulis 
yang telah menyumbangkan karya ilmiahnya untuk buku ini. Kami 
berharap buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi 
inspirasi bagi penelitian selanjutnya. 
Penyunting 
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PROLOG 
 

Digitalisasi penyiaran adalah fenomena yang membawa 
perubahan besar dalam dunia penyiaran. Digitalisasi penyiaran 
menawarkan peluang dan tantangan bagi lembaga penyiaran, 
regulator, dan masyarakat. Indonesia memiliki potensi besar untuk 
mengembangkan penyiaran digital. Digitalisasi penyiaran di 
Indonesia ini merupakan tantangan dan dinamika yang menarik bagi 
pemangku kepentingan. 

Penyiaran digital menggunakan sinyal digital untuk 
mengirimkan informasi audio, video, dan data melalui berbagai 
media. Penyiaran ini dilakukan dengan pola multipleksing yang 
memisahkan jaringan pendistribusian  (distribution network) dan 
jaringan penghantar (delivery network) ke pengguna, serta 
menawarkan opsi bisnis terpisah antara operator jaringan tersebut 
(Shariar, 2011, p. 37). Penyiaran digital juga memiliki kualitas gambar 
dan suara yang lebih baik, efisiensi penggunaan spektrum frekuensi, 
dan kemampuan untuk menyediakan layanan interaktif dan 
multiplatform. 

Penyiaran digital menggunakan sinyal digital yang diskrit, tidak 
kontinyu, tidak periodik, dan memiliki bitrate sebagai ukuran 
kecepatan pengiriman data. Sinyal digital adalah beberapa bit data 
digital yang mewakili 1 (satu) level tegangan sinyal digital data (Jusak, 
2013, p. 57-58). Penyiaran digital membutuhkan manajemen 
integrasi data yang baik dari asal data, pengolahan data, hingga materi 
siaran yang disiarkan melalui kanal digital lembaga penyiaran. 
Penyiaran digital ini membutuhkan manajemen integrasi data yang 
baik dari asal data hingga materi siaran. Penyiaran digital juga 
berhadapan dengan pertarungan kepentingan pemilik media dalam 
menyajikan materi siaran yang menguntungkan. Konsep ekonomi 
politik media menyatakan bahwa institusi media memiliki hubungan 
dekat dengan sistem ekonomi dan politik. Karakter utama dari apa 
yang dihasilkan media dapat dinilai melalui pertukaran nilai dari 
muatan isi yang berbeda-beda, keadaan berada di bawah tekanan 
kondisi agar memperluas pasar dengan mendasarkannya pada 
kepentingan ekonomi dari pemilik dan pengambil keputusan 
(McQuail, 2002, p. 82). 
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Proses migrasi dari penyiaran analog ke digital di Indonesia 
masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Digitalisasi 
penyiaran di Indonesia masih perlu pemetaan serius tentang 
bagaimana beralih dari penyiaran analog ke digital, yang masih 
mayoritas digunakan saat ini (Suwandi Sumartias dalam Budiman, 
2016, p. vii). Salah satu regulasi yang berdampak pada perkembangan 
penyiaran digital adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diganti dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang 
Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UU Cipta Kerja merevisi beberapa pasal 
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU 
Penyiaran), yang menyebabkan arah pengaturan perubahan UU 
Penyiaran perlu mendapatkan penyesuaian. Beberapa materi terkait 
dengan perizinan berusaha, penanaman modal usaha, kepemilikan 
usaha, dan penggunaan spektrum frekuensi radio termasuk masalah 
digitalisasi penyiaran telah diatur dalam UU Cipta Kerja berikut 
turunan regulasinya. 

UU Cipta Kerja menentukan batas akhir penyiaran analog 
menuju penyiaran digital. Penyiaran digital dilakukan oleh lembaga 
penyiaran dan lembaga penyiaran penyelenggara multipleksing. 
Penyiaran digital dapat menghemat penggunaan spektrum frekuensi 
penyiaran (digital dividend). Siaran televisi analog akan dimatikan 
pada November 2022 dan beralih sepenuhnya ke penyiaran digital. 
Pemerintah akan memberikan alat berupa set-top box agar televisi 
lawas bisa menerima siaran digital. (Clinten, 2020). 

Digitalisasi penyiaran menimbulkan dampak sosial bagi 
masyarakat sebagai pemirsa. Masyarakat dapat menikmati siaran 
digital dengan kualitas dan layanan yang lebih baik. Namun, 
masyarakat juga perlu mendapatkan perlindungan dari konten siaran 
yang tidak sesuai dengan norma, etika, dan hukum. Masyarakat juga 
perlu mendapatkan akses yang mudah dan murah untuk menonton 
siaran digital, terutama bagi mereka yang masih menggunakan 
televisi analog. Selain ASO, diperlukan pengaturan lain yang mengatur 
mengenai pelaksanaan digitalisasi penyiaran, terutama terkait 
dengan penyelenggaraan penyiaran digital, penguatan KPI, lembaga 
penyiaran, pelaksanaan siaran dan iklan. Penyiaran multiplatform 
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atau penyiaran yang berbasis internet saat ini belum diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 

KPI perlu menyesuaikan dan menguatkan diri dalam 
menghadapi digitalisasi penyiaran. KPI perlu diperkuat dalam 
pengawasan konten siaran digital, meningkatkan kapasitas dan 
kewenangan dalam mengatur dan mengawasi penyiaran digital, 
termasuk penyiaran multiplatform. KPI juga perlu meningkatkan 
koordinasi, kerja sama, partisipasi, dan edukasi masyarakat tentang 
perkembangan penyiaran digital. KPI juga perlu meningkatkan 
efektivitas kerja SDM sistem pendukung KPI, serta memperbaiki 
desain dan struktur organisasi sesuai dengan tuntutan era digital. 
 
KPI sebagai Lembaga Negara yang Berwenang Mengawasi Isi 
Siaran 

KPI adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan 
pengawasan isi siaran yang diproduksi dan disiarkan oleh lembaga 
penyiaran. Hal ini sesuai dengan teori kekuasaan negara dari J.J. 
Rousseau, yang menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari 
hasil perjanjian masyarakat (contract social) yang merupakan suatu 
bentuk kesatuan untuk membela dan melindungi kekuasaan bersama, 
kekuasaan pribadi, dan milik setiap individu. Kekuasaan negara 
terikat oleh hukum alam, hukum Tuhan, dan hukum yang umum pada 
semua bangsa yang dinamakan leges imperi. (Asshiddiqie, 2010, p. 29-
30). KPI harus mengawasi materi siaran yang ditayangkan dan yang 
belum ditayangkan oleh lembaga penyiaran, tanpa melakukan 
filtering. KPI juga harus menghadapi tuntutan membuat konten siaran 
yang kreatif dan berkualitas, sekaligus memonitor dan memberikan 
sanksi tegas bagi media penyiaran yang melanggar standar 
profesionalisme, etika, dan hukum dalam menyajikan konten siaran, 
misalnya saat penyajian siaran mengenai pemilu bersama KPU 
(Siregar, 2014, p. 151; KPI, 2017; Rianto, et.al, 2014, p. xiii; KPI, 2021).  
 
KPI dalam Menghadapi Penyiaran Digital dan Multiplatform 

Penyiaran digital dan multiplatform merupakan perkembangan 
penyiaran yang memungkinkan lembaga penyiaran untuk 
menyiarkan konten melalui berbagai platform media. Penyiaran 
digital dan multiplatform menawarkan berbagai keuntungan bagi 
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lembaga penyiaran dan pemirsa televisi. Keuntungan bagi lembaga 
penyiaran, antara lain, dapat menjangkau audiens lebih luas dan 
beragam; dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, layanan, 
pendapatan, daya saing, dan inovasi. Keuntungan bagi pemirsa 
televisi antara lain adalah dapat memilih, mengakses, berpartisipasi, 
dan menikmati konten siaran sesuai dengan selera mereka (KPI, 
2017; Rianto, et.al, 2014, p. xiv-xv). Penyiaran digital dan 
multiplatform juga menimbulkan berbagai tantangan bagi KPI sebagai 
regulator, antara lain: 
1. KPI perlu memiliki kewenangan lebih luas untuk mengawasi 

konten siaran di berbagai platform media, termasuk konten siaran 
dari luar negeri; 

2. KPI harus mendorong peningkatan kualitas konten siaran dan 
memastikan persaingan bisnis tidak mengorbankan kualitas 
konten; dan 

3. Partisipasi dan edukasi masyarakat penting dalam pengawasan 
konten siaran digital dan KPI perlu bekerja sama dengan berbagai 
lembaga terkait, serta meningkatkan sosialisasi kepada 
masyarakat. 

 
Peningkatan Efektivitas Kerja SDM Sistem Pendukung KPI 

KPI sebagai regulator penyiaran perlu SDM sistem pendukung 
yang profesional dan kompeten. SDM sistem pendukung KPI terdiri 
dari berbagai unit yang bertugas mengawasi, dan multiplatform. KPI 
harus meningkatkan efektivitas kerja SDM sistem pendukungnya 
dengan cara peningkatan kapasitas, kesejahteraan, koordinasi, 
akuntabilitas, dan inovasi SDM. 
 
Perbaikan Desain dan Struktur Organisasi KPI Sesuai dengan 
Tuntutan Era Digital 

KPI harus memiliki desain dan struktur organisasi yang sesuai 
dengan tuntutan era digital. Desain organisasi adalah proses 
menentukan bagaimana suatu organisasi akan mencapai tujuan-
tujuannya secara efektif dan efisien. Struktur organisasi adalah pola 
hubungan antara berbagai elemen organisasi, seperti divisi kerja, 
spesialisasi, hierarki, otoritas, tanggung jawab, koordinasi, 
komunikasi, integrasi, diferensiasi, sentralisasi, desentralisasi, 
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formalisasi, standarisasi, mekanisasi, organisasi (Robbins & Judge, 
2017). 
 
Perubahan UU Penyiaran untuk Memberikan Penguatan KPI 
sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat 

UU Penyiaran merupakan instrumen hukum yang mengatur 
tentang penyiaran di Indonesia, termasuk tentang KPI sebagai 
lembaga negara yang mengawasi isi siaran. Namun, UU Penyiaran 
perlu direvisi dan diperbaharui agar sesuai dengan perkembangan 
teknologi, konten, dan regulasi penyiaran, khususnya terkait dengan 
digitalisasi penyiaran dan multiplatform. Perubahan UU Penyiaran 
juga bertujuan untuk memberikan penguatan KPI sesuai dengan 
konsep hukum pembaharuan masyarakat (law as a tool social 
engineering) yang digagas oleh Roscoe Pound dan dipengaruhi oleh 
teori Eugen Erlich menyatakan hukum yang hidup (living law) adalah 
hukum yang berasal dari rakyat atau sesuai dengan kehendak rakyat 
(Laudjeng & Simarmata, 2000, p. 119). Teori hukum tersebut 
dimodifikasi oleh Mochtar Kusumaatmaja yang menganggap hukum 
sebagai alat pembangunan atau  yang dikenal dengan law as a tool of 
development (Fuadi, 2013, p. 259). Hukum sebagai sarana 
pembaharuan masyarakat memiliki dua fungsi, yaitu menciptakan 
keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau 
pembaruan, dan mengatur atau menyalurkan arah kegiatan manusia 
ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan 
(Kusumaatmadja, 2002, p. 84). 
Penguatan KPI melalui perubahan UU Penyiaran harus 
memperhatikan beberapa aspek, antara lain: 
1. Penguatan KPI dalam pengawasan konten siaran digital dan 

multiplatform, agar dapat menjaga demokratisasi penyiaran di 
Indonesia, sebagai ranah publik yang bebas dari campur tangan 
pemodal atau kekuasaan. KPI harus memastikan bahwa publik 
mendapatkan pelayanan informasi yang sehat dari media 
penyiaran, yang berarti menyajikan keberagaman isi (diversity of 
content) dan kepemilikan (diversity of ownership), serta menjaga 
independensi isi dari pengaruh politik atau ekonomi. 
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2. Penguatan KPI dalam kapasitas dan kewenangan dalam mengatur 
dan mengawasi penyiaran digital dan multiplatform, termasuk 
dalam hal pemberian izin, frekuensi, tarif, standar program siaran, 
pedoman perilaku penyiaran, sanksi administratif, dan lain-lain. 
KPI harus memiliki kriteria dan mekanisme pengawasan yang 
jelas dan konsisten untuk setiap platform media penyiaran. KPI 
juga harus mampu mengawasi konten siaran yang bersumber dari 
luar negeri, yang dapat diakses oleh pemirsa televisi di Indonesia. 

3. Penguatan KPI dalam koordinasi dan kerja sama dengan pihak-
pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga penyiaran, lembaga-
lembaga terkait, serta masyarakat sebagai pemirsa televisi. KPI 
harus meningkatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang 
perkembangan penyiaran digital dan multiplatform, serta hak dan 
kewajiban mereka sebagai pemirsa televisi. KPI juga harus 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan 
keluhan atau aspirasi terkait dengan konten siaran. 

4. Penguatan KPI dalam efektivitas kerja SDM sistem pendukung KPI, 
meliputi anggota KPI pusat dan daerah; sekretariat jenderal KPI 
pusat; sekretariat daerah KPI daerah; unit pelaksana teknis (UPT) 
pengawasan isi siaran pusat dan daerah; unit pelaksana teknis 
(UPT) pengujian alat dan evaluasi teknik pusat; serta unit 
pelaksana teknis (UPT) penelitian dan pengembangan pusat. SDM 
sistem pendukung KPI harus memiliki kompetensi, integritas, 
profesionalisme, dan kemandirian yang sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab mereka dalam mengawasi penyiaran digital dan 
multiplatform. SDM sistem pendukung KPI juga harus diberikan 
remunerasi, fasilitas, insentif, dan perlindungan yang layak dan 
adil. SDM sistem pendukung KPI juga harus memiliki koordinasi, 
komunikasi, akuntabilitas, inovasi, dan kreativitas yang baik 
dalam bekerja. 

5. Penguatan KPI dalam desain dan struktur organisasi sesuai 
dengan tuntutan era digital. Desain dan struktur organisasi KPI 
harus sesuai dengan visi, misi, tujuan, strategi, nilai-nilai, budaya 
organisasi KPI. Desain dan struktur organisasi KPI juga harus 
sesuai dengan lingkungan eksternal dan sumber daya internal 
organisasi KPI. Desain dan struktur organisasi KPI juga harus 
mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, fleksibilitas, 
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adaptabilitas, koordinasi, komunikasi, partisipasi, motivasi, 
inovasi, dan kreativitas organisasi KPI dalam menjalankan tugas 
dan tanggung jawabnya sebagai regulator penyiaran. 

 
Penguatan KPI juga meliputi pengembangan kapasitas 

kelembagaan, reformasi kelembagaan, kerangka kerja sistem 
pendukung KPI, dan efektivitas kerja SDM sistem pendukung KPI. 
Pengembangan kapasitas kelembagaan menurut (Milen, 2004:21), 
merupakan pengembangan kapasitas tradisional dan penguatan 
organisasi yang memfokuskan pada sumber daya pengembangan 
hampir seluruhnya mengenai permasalahan sumber daya manusia, 
proses dan struktur organisasi. Dimensi yang menyangkut penguatan 
organisasi yaitu strategi, kebudayaan, gaya manajemen, struktur, 
sumber daya manusia, keuangan, aset informasi dan infrastruktur. 
Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada bagian 
struktural dan kultural, sehingga ada budaya kerja yang mendukung 
pengembangan kapasitas. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian 
rupa dan menjadi aspek penting dan kondusif dalam menopang 
program pengembangan kapasitas (Ratnasari, 2013). Kerangka kerja 
organisasi adalah desain organisasi, sedangkan bentuk spesifik dari 
kerangka kerja organisasi adalah struktur organisasi. Struktur 
organisasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas kerja karena 
alur perintah atau wewenang dapat terlihat dengan jelas (Wahyudi, 
e.al, 2017). Efektivitas kerja pegawai dapat ditingkatkan melalui 
tujuan yang akan dicapai dan proses pelaksanaan dengan 
menggunakan cara alat dan sumber daya yang ada (Siagian, 2007). 
Efektivitas meliputi sumber daya, keuangan, sarana dan prasarana 
yang ditentukan untuk menghasilkan produk berkualitas pada waktu 
yang ditentukan. Efektivitas merupakan kondisi yang bisa menambah 
keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuannya. (Syamsuri, 
2016, p. 1-7). 

Buku bunga rampai ini merupakan hasil penelitian yang 
difokuskan pada kebutuhan penguatan KPI sebagai otoritas 
pengawasan konten siaran digital di Indonesia. Penelitian dilakukan 
pada 2022, di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Kota Pontianak, 
Provinsi Kalimantan Barat, dengan menggunakan metode kualitatif 
dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara 
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mendalam (indepth interview), dan kelompok diskusi terpumpun 
(focus group discussion).  

Buku ini membahas beberapa aspek masalah yang menarik dan 
penting untuk memperkuat peran dan fungsi KPI dalam mengawasi 
penyiaran digital, yaitu: 
1. Keberpihakan politik negara dalam memberikan penguatan KPI, 

yang berkaitan dengan peran dan fungsi negara dalam mengatur 
dan mengawasi penyiaran digital, serta perlunya revisi UU 
Penyiaran yang sesuai dengan konsep hukum pembaharuan 
masyarakat (social engineering). 

2. Penguatan kewenangan KPI sebagai lembaga pengawasan isi 
siaran digital berkaitan dengan ruang lingkup, mekanisme, 
kriteria, dan sanksi pengawasan konten siaran digital yang 
dilakukan oleh KPI, baik yang bersifat linear maupun non-linear 
untuk optimalisasi kewenangan KPI. 

3. Pemutakhiran hubungan hierarki kelembagaan antara KPI dengan 
KPID, yang berkaitan dengan tata kerja, sumber daya, dan 
pertanggungjawaban antara KPI pusat dan daerah dalam 
mengawasi penyiaran digital di wilayahnya masing-masing. 

4. Penguatan sistem pendukung KPI, yang berkaitan dengan sumber 
daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya fisik, sumber 
daya informasi, sumber daya teknologi yang dibutuhkan oleh KPI 
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai 
regulator penyiaran. 

5. Kewenangan KPI dalam mengawal integrasi data dalam 
penyelenggaraan digitalisasi penyiaran, yang berkaitan dengan 
pengelolaan data penyiaran, kerja sama antar lembaga terkait, dan 
pembelajaran dari praktik integrasi data di dalam dan di luar 
negeri. 

6. Arah pengaturan hak siar lembaga penyiaran, yang berkaitan 
dengan mekanisme pemberian dan perlindungan hak siar kepada 
lembaga penyiaran ditinjau dari UU Penyiaran dan UU Hak Cipta. 

 
Buku ini adalah hasil penelitian tentang kebutuhan penguatan 

KPI dalam penyiaran digital di Indonesia, yang membahas berbagai 
aspek masalah, peluang, tantangan, dan rekomendasi kebijakan. Buku 
ini bermaksud memberikan kontribusi, masukan, dan bahan bacaan 
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bagi pihak-pihak yang terkait dan tertarik dengan penyiaran digital di 
Indonesia, serta mengajak partisipasi masyarakat dalam 
mengembangkan dan mengawasi penyiaran digital. Prolog ini 
merangkum topik-topik buku ini, tujuan dan sasaran penelitian, serta 
ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan 
membantu penelitian ini. 
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EPILOG 
 

Dalam era penyiaran digital, KPI perlu diberdayakan dengan 
kewenangan yang lebih besar untuk mengawasi konten siaran yang 
disebarluaskan oleh lembaga penyiaran dan penyelenggara platform 
penyiaran digital. Hal ini dapat memberikan perlindungan terhadap 
kepentingan publik dalam mendapatkan informasi berkualitas dan 
beragam. Untuk meningkatkan kinerja dan efektivitasnya, KPI perlu 
melakukan perbaikan, integrasi, dan rekonstruksi dalam sistem 
pendukungnya.  

Pertama, peningkatan legitimasi politik dengan mendapatkan 
dukungan politik negara dan membangun hubungan yang baik 
dengan lembaga legislatif dan eksekutif. Hal ini penting untuk 
memperkuat posisi KPI dalam kehidupan kenegaraan dan 
mendukung pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Selain itu, 
legitimasi politik yang kuat dapat membantu KPI pusat dan daerah 
dalam menghadapi tekanan atau intervensi dari pihak-pihak yang 
berkepentingan. 

Kedua, penerapan regulasi yang responsif dan inovatif yang 
dapat menciptakan lingkungan penyiaran yang adil dan seimbang. Hal 
ini penting untuk membantu KPI Pusat dan KPID dalam 
menyesuaikan peraturan dengan perkembangan teknologi, media 
baru, dan UU Cipta Kerja serta mengakomodasi kepentingan publik 
dalam penyiaran digital. 

Ketiga, pengembangan kebijakan dan regulasi yang 
mendukung integrasi data, termasuk standar, format, dan prosedur 
yang jelas untuk pertukaran data antara lembaga penyiaran dan KPI. 
Hal ini penting untuk memastikan konsistensi, kualitas, dan 
keamanan data penyiaran. 

Keempat, pengimplementasian sistem manajemen data yang 
aman dan efisien untuk meningkatkan tata kelola data. Hal ini penting 
untuk memudahkan akses, analisis, dan penggunaan data penyiaran 
bagi KPI dan pemangku kepentingan lainnya. 

Kelima, peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia yang 
terlibat dalam pengelolaan data penyiaran. Hal ini penting untuk 
meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan 
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sumber daya manusia KPI dalam menghadapi tantangan penyiaran 
digital. 

Keenam, penguatan kerja sama dengan pemangku kepentingan 
lainnya, seperti lembaga statistik dan lembaga riset, untuk 
memperoleh data yang berkualitas dan relevan untuk pengawasan 
penyiaran. Hal ini penting untuk memperkaya data penyiaran dengan 
sumber-sumber eksternal yang dapat memberikan informasi 
tambahan atau verifikasi terhadap data internal KPI. 

Ketujuh, peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan 
hak siar lembaga penyiaran dengan memperkuat mekanisme 
pengaduan, pemantauan, dan sanksi terhadap pelanggaran hak siar. 
Hal ini penting untuk melindungi hak cipta lembaga penyiaran atas 
program yang disiarkan serta mencegah praktik-praktik persaingan 
tidak sehat dalam industri penyiaran. 

Kedelapan, peningkatan kerja sama antara lembaga penyiaran, 
pemilik hak cipta, KPI, dan masyarakat dalam menjaga hak siar 
lembaga penyiaran. Hal ini penting untuk menciptakan sinergi antara 
berbagai pihak yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi 
konten siaran serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan 
pentingnya melindungi hak siar lembaga penyiaran. 

Kesembilan, adaptasi dengan perkembangan teknologi, seperti 
kecerdasan buatan (AI) dan analisis data, yang dapat membantu KPI 
dalam mengelola data dan informasi terkait hak siar lembaga 
penyiaran. Hal ini penting untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat 
bantu dalam pengambilan keputusan, pemantauan konten digital, dan 
peningkatan kualitas penyiaran. 

Kesepuluh, reformasi birokrasi dengan mengadopsi prinsip-
prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, 
partisipasi publik, dan responsivitas. Hal ini penting untuk 
meningkatkan kinerja organisasi dan kelembagaannya serta menjaga 
citra positif KPI di mata publik. 

Selain itu, KPI perlu berpartisipasi dalam pembahasan 
Rancangan Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) di Komisi I 
DPR RI. RUU Penyiaran merupakan revisi dari Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) yang telah 
mengalami perubahan signifikan akibat pengesahan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
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Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). RUU Penyiaran 
diharapkan dapat memperbaiki hubungan kelembagaan antara KPI 
Pusat dan KPID serta mengakomodasi kepentingan publik dalam 
penyiaran digital. 

Dengan langkah-langkah tersebut, KPI dapat mempersiapkan 
diri untuk melaksanakan digitalisasi penyiaran yang sukses dengan 
dukungan data yang terintegrasi. Penguatan legal formal, 
infrastruktur TIK, dan peran KPI dalam integrasi data menjadi kunci 
penting dalam proses ini. Dengan demikian, KPI dapat menjalankan 
tugasnya secara komprehensif dan berkontribusi dalam menciptakan 
lingkungan penyiaran yang berkualitas, beragam, dan berintegritas di 
Indonesia. Hal ini akan berdampak positif bagi industri penyiaran di 
Indonesia yang dapat memberikan informasi yang akurat dan 
bermanfaat serta melayani kepentingan publik dengan baik.
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